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PEMERINTAH KOTA MEDAN
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PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 40 TAHUN 2013

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOTA MEDAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8

Mengingat

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Medan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota
Medan Tahun 2013 Nomor 6) perlu membentuk Peraturan
Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Kota Medan Tahun Anggaran 2014;

:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5137);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang
Perluasan Daerah Kotamadva Medan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);



13,

14.

15,

16.
Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan

EF:

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang
Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding I
Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat [l Karo, Kecamatan
Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang
Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan
Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan
Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan
Area Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Medan
Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat | Sumatera
Utara  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang
Pembentukan 18 (Delapan Belas) Kecamatan Di Wilayah
Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat 1l Simalungun,
Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli
Tengah, Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat Il Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan
Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);




19.

20.

21,

22,

23.

24,

25.

26.

av.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara  Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585];

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161});

Peraturan Pemerintah Neomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310},



28.

29,

30.

a1,

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009
tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694/;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009
tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2};

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor © Tahun 2013
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota
Medan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kota
Tahun 2013 Medan Nomor 6);

Peraturan Walikota Medan Nomor 31 Tahun 2013
tentang Pejalanan Dinas Dalam Negeri Bagi
Walikota/Wakil Walikota, Ketua/Wakil Ketua Dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakvat Daerah Kota Medan
Serta Pegawai Negeri Sipil Dan Pegawai Tidak Tetap
(Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013 Nomor 31);



37. Peraturan Walikota Medan Nomor 37 Tahun 2013
tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun
Anggaran 2014 (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2013
Nomor 37);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA
MEDAN TAHUN ANGGARAN 2014.
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun

Anggaran 2014 terdiri atas:
a. Pendapatan:

1. Pendapatan Asli Daerah ..........cccooennens Rp 1.515.685.946.873,00;

2. Dana Perimbangan .......... ... Rp 1.681.948.783.643,00;

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp 1.126.918.457.411.00;
Jumlah Pendapatan .. liviieiciieise Rp 4.324.553.187.927,00.

b. Belanja

1, Belanja Tidak Langsung:
a) Belanja Pegawai ......ccccoceevvnnennnn.. Rp 1.854.701.612.377,00;
b) Belanja Bunga ..........cioceeeciiiieenies. Rp 9.000.000.000,00;
c] Belanja Hibah .......cocoverivnrmrrnnarnser P 69.514.920.450,00;
d) Belanja Bantuan Sosial ............... Rp 10.000.000.000,00;
e)] Belanja Bantuan Keuangan ......... Rp 1.166.667.000,00;
f) Belanja Tidak Terduga .........cc..e... Rp 7.000.000.000,00;

Rp 1.951.383.199.827,00.
2. Belanja Langsung:

a) Belanja Pegawai ..........ccoviininnnan. Rp 454.004.326.300,00;
b) Belanja Barang dan Jasa ............. Rp 1.004.745.811.749,00;
c) Belanja Modal ...............ooovvieeneee.. Rp956.334.028.051.00;
Rp 2.415.084.166.100,00;
Jumlah Belanja. ...........cooeeivineeee. RD 4.366.467.365.927,00;
Surplus/(Defisit) .......cciiiiisiieinas..  RP 41.914.178.000,00;
c. Pembiayaan:
1. Pererimann ..o i fsrraisevaibhaaisi Rp 131.068.178.000,00;
2. Pengeluaran .. veeenseenseenee Rp  89.154.000.000,00;
Jumlah Pembmyaan Netto ................. Rp_41.914.178.000.00.
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp -
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I
Peraturan Walikota ini.



Pasal 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Il Peraturan

Walikota ini.
Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah vang
ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan,

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Medan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 31 Desember 2013 .

Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,

ttd

DZULMI ELDIN 3

Diundangkan di Medan
pada tanggal

SEKRETARIS PAERAH KOTA MEDAN,

SYMFU?KHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2013 NOMOR



- ¥ &
LampiranI Peraturan Walikota
Nomor © 40 Tahun 2013
PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINGKASAN PENJABARAN APBD
TAHUMN ANGGARAN 2014
URALAN JUMLAH
il T N 2 3 .
1 PENDAPATAN 4,324,553,187.927,00
1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH N 1.515.685.946,673,00
1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah 1,167.398.279.770,00
IR b= ) Hasi Retribusl Desrah 174.670.370.000,00
RH P | Hasil Pengeicisan Kekaysan Daarsh yang Dipisahkan 10.096.2597.103,00
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah __163,520.000,000,00
1.2 DAMSEERIDINNEAI 08 0= | R L s e S el 1.681.948.783.643,00 |
1-2.1 Bagi Hasl! Pajak/Bag Hatl Bukan Pajak 214.334.613.643,00 |
1.2.2 Dana Alokagl Umum 1.393.504.580.000,00
1.2.3 Dana Alokasl Khusus THQBEBUDMW
1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.126.918.457.411,00
133 Danz Bagi Has! Pajak darl Proving dan Pemerintah Deerah Lainmya 610.460,060.368,00
1:3.4 Dana Peryesualan dan Otonomi Khusus 396.458.397.043,00
1735 Bantuan Keuangan dari Provins atau Pemerintzh Deecah Lainnmya 00,000, 000. 000,00
2 BELANIA 4.1&5.45?35;.;2?,110
2.1 BELANJA TIDAKLANGSUNG | 1.951.383.199.827,00
A A Belanja Pagawe 1.854.701.612.377,00
2.1,2 Belanja Bunga 9.000.000.000,00 |
2.1.4 Beslanjas Hitah 69.514.920.450,00 |
2.1.5 Belarja Bantuan Sosial 10.000.000.000,00 |
2.3.8 Belarja Tidak Tarduga 7.000,000.000,00
= B Belanja Bantuan Keuarigan HE{.E&?W{)M
2.4 BELANJA LANGSUNG _2.415.084.166.100,00
ot | Belanja Pegawal 454.004,326. 300,00
i1.2.2 Belanfa Barang dan Jasa 1.004.745.811,749,00
P ATE Belanja Modal | 956.334.028.051,00
SURPLUS / (DEFISIT) r _[4_1_._‘.'.‘_14:._1?3:00&02
| —— = —
3 PEMBIAYAAN DAERAH
3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 131.068.178.000,00
3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 65,402, 176.000,00
3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerati 65,666.000.000,00
3.1.,6 Penermean Plutang Daerah ot 0,00 |
3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH BQ.IE‘I.H[JU.DQ[_I!I_]E]_'_
3.2.2 Penyertaan Modal {Investas)) Pemenntah Dasrah 5,000,000, 000,00
3.2.13 Pembayaran Pokok Utang 14,154,000 000,00
JLE.5 Pembayaran Uang Kepada Rekanan/Kontraktor 0,000,000, 000,00

PEMBIAYAAN NETTO

41.914.178.000,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

E

Pit. WALTKOTA MEDAN WAKIL WALIKOTA,

DZULMI ELDIN S.

RIMGEASAN FENJAZARAN AFBD

Halaman 1




